
VIII 

 

ABSTRAK 

 

Joint Operation merupakan perkumpulan dua badan atau lebih dalam 

melakukan suatu kerja sama untuk sementara waktu. Pasal 2 ayat (1) Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utangmenyebutkan bahwa permohonan 

pernyataan pailit dapat diajukan baik oleh debitor sendiri maupun kreditornya. 

Dalam praktik ditemukan permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Joint 

Operation sebagaimana kasus antara PT Bali Turtle Island Development dengan 

Penta-SPU Joint Operation.  

Berdasarkan metode pendekatan yuridis normatif dapat dihasilkan bahwa 

Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam Putusan Nomor 

42/PAILIT/2010/PN.NIAGA.JKT.PST. juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 

740 K/PDT.SUS/2010 mengabulkan permohonan pernyataan pailit Joint 

Operation dengan pertimbangan telah terpenuhinya Pasal 2 Ayat (1) Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pertimbangan tersebut didasari bahwa 

di dalam Joint Operation terdapat minimal 2 kreditor yang merupakan peserta 

Joint Operation itu sendiri yang berkedudukan dan bertanggung jawab 

sebagaimana sekutu dalam Persekutuan Perdata sesuai Pasal 1618 s.d. Pasal 1652 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam hal permohonan pernyataan pailit 

diajukan, maka yang berhak mengajukan adalah masing-masing anggota Joint 

Operation.  
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